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ABSTRACK 

 

 
The study entitled THE ROLE OF THE GOVERNMENT IN CONTROL OF 

IMPORTERS WHO STUMBLED USED CLOTHES has several objectives. The first 

is to find out the impacts arising from the rapidly increasing import of used clothes. 

The second is to educate the public that they are individuals who are protected by the 

government. law. 

The method used in this research is normative, namely this research is carried 

out through the collection of secondary materials related to problems in research and 

obtained through searching for theoretical data based on literature studies such as 

legislation. As for the approach method used by the author, namely by using a 

statutory approach (statute approach). The statutory approach is carried out by 

examining all laws and regulations that are related to the legal issues being handled. 

Based on the results of the research, the first conclusion can be given: used 

clothing is the result of the existence of the fast fashion industry where clothing 

models change quickly, resulting in clothes not being used anymore and turning these 

clothes into trash. Second, the system of processing used clothing waste into clothes 

that are reprocessed and then ready to be sold is a good way in which these activities 

are activities that support sustainable living, which can be interpreted as a sustainable 

lifestyle. The third is that consumers are individuals who are given legal protection by 

the existence of rights granted to consumers and by the existence of obligations and 

actions that are prohibited for business actors, for this reason consumers have actually 

been given education by the government through consumer protection laws. 

Keywords: used clothing, law enforcement, consumer protection. 
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ABSTRAK 

 

 
Penelitian yang berjudul PERAN PEMERINTAH DALAM PENGAWASAN 

TERHADAP IMPORTIR YANG MELAKUKAN PENYELUNDUPAN PAKAIAN 

BEKAS mempunyai beberapa tujuan yang pertama untuk mengetahui dampak-dampak 

yang ditimbulkan dari adanya industri impor pakaian bekas yang kian meningkat pesat, 

yang kedua sebagai edukasi bagi masyarakat bahwasanya masyarakat merupakan 

individu yang dilindungi oleh hukum. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara normatif yaitu 

penelitian ini dilakukan melalui pengumpulan bahan sekunder yang berkaitan dengan 

permasalahan dalam penelitian dan didapat melalui pencarian data yang bersifat teori 

berdasarkan studi kepustakaan seperti perundang-undangan. Sedangkan untuk metode 

pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu dengan menggunakan pendekatan 

perundang-undangan (statute approach) Pendekatan perundang-undangan adalah 

dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut 

dengan isu hukum yang sedang ditangani. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diberi kesimpulan pertama: pakaian bekas 

merupakan hasil dari adanya industri fast fashion dimana model baju berganti dengan 

cepat sehingga mengakibatkan pakaian untuk tidak terpakai lagi dan menjadikan 

pakaian tersebut sebagai sampah. Yang kedua sistem mengolah limbah pakaian bekas 

menjadi pakaian yang diolah kembali kemudian siap jual merupakan cara yang baik 

dimana kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang mendukung sustainable living 

dapat diartikan sebagai gaya hidup berkelanjutan. Yang ketiga bahwa konsumen 

merupakan individu yang diberi perlindungan hukum dengan adanya hak-hak yang 

diberikan kepada konsumen serta dengan adanya kewajiban dan perbuatan yang 

dilarang bagi pelaku usaha, untuk itu sebenarnya konsumen telah diberi edukasi oleh 

pemerintah melalui undang-undang perlindungan konsumen. 

 

Kata kunci: pakaian bekas,penegakan hukum, perlindungan konsumen. 
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